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 Abstract : Not every case referred to court presents a clear 
and convincing set of legal facts and evidence that satisfies 
the judge. In certain circumstances, doubts arise that directly 
impact the judge examining and adjudicating the case. This 
situation is considered a dilemma: on the one hand, the 
criminal justice system requires that the defendant be held 
accountable for their actions; on the other hand, the judge is 
left with unresolved doubts. This study aims to analyze and 
compare the application of “in dubio pro reo” and “shubhah” 
in the proof of criminal cases. The study employs a normative 
legal method with a conceptual and comparative approach 
through a literature review. The results indicate that both 
concepts share a commonality in prioritizing caution as the 
foundation for addressing doubts in the presentation of 
evidence and the imposition of sanctions. The difference lies 
in the legal consequences: “in dubio pro reo” is oriented 
toward protecting the defendant when guilt has not been 
proven legally and convincingly, whereas “shubhah” can 
result in the nullification or avoidance of hudud sanctions. 
The novelty of this study lies in the comparative analysis of 
these two concepts from the perspective of doubt as the basis 
for prudence. This study contributes to enriching the field of 
comparative criminal law and criminal evidence.  
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Abstrak : Tidak setiap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan menghadirkan suatu rangkaian fakta 
hukum dan alat bukti yang jelas serta meyakinkan benak hakim. Pada keadaan tertentu, ditemukan 
keraguan yang berdampak secara langsung kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. 
Kondisi ini dinilai dilematis, Satu sisi, sistem peradilan pidana menghendaki untuk memberikan dan 
memastikan terdakwa memperoleh pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan pada sisi lain justru 
hakim masih menyisakan keraguan hakim yang tidak dapat diselesaikan. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis dan membandingkan penerapan in dubio pro reo dan shubhah dalam pembuktian perkara 
pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif 
melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua konsep memiliki persamaan 
dalam menempatkan kehati-hatian sebagai dasar menghadapi keraguan dalam pembuktian dan 
penjatuhan sanksi. Perbedaannya terletak pada konsekuensi hukum, yaitu in dubio pro reo berorientasi 
pada perlindungan terdakwa ketika kesalahan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan 
shubhah dapat menyebabkan gugurnya atau dihindarinya sanksi hudud. Kebaruan penelitian terletak 
pada analisis komparatif kedua konsep dalam perspektif keraguan sebagai dasar kehati-hatian. Penelitian 
ini berkontribusi memperkaya kajian hukum pidana komparatif dan pembuktian pidana.   

Kata Kunci : In Dubio Pro Reo; Shubhah; Pembuktian Pidana; Keraguan; Hukum Pidana Islam; Sanksi 
Pidana. 
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PENDAHULUAN  

Pembuktian dalam setiap perkara hukum pidana yang disidangkan di ranah pengadilan 

memiliki kedudukan yang sangat sentral guna mengungkapkan fakta hukum dan atau/peristiwa 

hukum sebenarnya. Bagi seorang terdakwa, pembuktian menjadi satu kesempatan berharga untuk 

membela diri dan meyakinkan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana. Oleh karena itu, 

pembahasan mengenai pembuktian menjadi sorotan dan pemicu perdebatan antara Jaksa Penuntut 

Umum dengan Terdakwa. Realisasi pembuktian dalam hukum acara peradilan di Indonesia, 

menganut sistem yang dikenal “negatief wettelijk” yaitu keyakinan yang disertai dengan alat-alat 

bukti yang sah. Sejalan dengan penjelasan tersebut, termasuk pada fokus konteks hukum acara 

pidana mensyaratkan dalam pembuktian diberikan kesempatan untuk menunjukkan sekurang-

kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Tujuan diberikannya kesempatan pembuktian ini semata-

mata untuk menjunjung tinggi supremasi hukum di mana semua orang tidak terkecuali terdakwa 

berhak mendapatkan kesamaan dan keadilan melalui sistem peradilan. Demikian, tidak menutup 

kemungkinan dalam penegakan hukum masih terdapat error in persona atau salah dalam 

memberikan status hukum kepada seseorang. Dalam konteks hukum pidana, error in persona 

diartikan juga sebagai salah memberikan putusan/vonis atau dengan kata lain salah memberikan 

pemidanaan kepada seseorang terdakwa. 

Manfaat diberlakukannya kesempatan pembuktian dalam proses persidangan dengan 

mendatangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, menentukan fungsi pembuktian 

sebagai fondasi awal pembentukan dasar keyakinan hakim. Maka tidaklah dapat dikatakan 

keyakinan hakim berdiri sendiri tanpa adanya pembuktian yang didatangkan. Begitupun 

sebaliknya, tidaklah cukup sekedar mendatangkan 2 (dua) alat bukti yang sah akan tetapi tentu 

harus disertai dengan dasar keyakinan hakim itu sendiri. Relevan dalam dokrin conviction intime 

yakni teori yang menempatkan keyakinan hakim sebagai pusat dalam memutus perkara. (Hadi et 

al., 2025) Persoalan dapat muncul pada kondisi tertentu, dimana alat bukti yang didatangkan dan 

tersedia dalam proses persidangan belum mampu menjadi dasar yang cukup membentuk 

keyakinan hakim secara meyakinkan. Maka, pada saat itu keraguan muncul dan menjadi bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembuktian perkara pidana. Pada kondisi inilah proses 

persidangan terasa dilematis khususnya tentu saja berdampak langsung kepada kewenangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Satu sisi, sistem peradilan pidana menghendaki untuk 

memberikan dan memastikan terdakwa memperoleh pertanggung jawaban sesuai dengan 

perbuatan tindak pidana seseorang, dan begitupun bersamaan dengan itu menjatuhkan putusan 

pidana kepada seorang terdakwa sepanjang masih menyisakan keraguan hakim dalam  memutus 

perkara, sudah barang tentu menimbulkan konseksuensi serius khususnya kepada terdakwa itu 

sendiri sebagai pihak yang paling dirugikan karena menyangkut dengan pembatasan hak dan 

kebebasan seseorang. 

Pada konteks hukum pidana, persoalan tersebut di atas tercermin dalam prinsip maksim 

hukum in dubio pro reo. Pokok muatan maksim hukum ini, simpulnya berkaitan dengan keadaan 

tertentu setelah proses pembuktian masih meninggalkan keraguan mengenai kesalahan terdakwa. 

Patut dipahami bersama, kondisi tersebut sangat wajar terjadi dalam persidangan karena tidak 

setiap perkara pidana yang dilimpahkan ke pengadilan menghadirkan rangkaian fakta dan alat 

bukti yang sempurna, perbedaan keterangan, ketidaksesuain alat bukti dan terbatasnya informasi. 

Kendatipun demikian, tidak setiap hal ketidakpastian menjadi serta-merta alasan untuk 

menerapkan in dubio pro reo. Maka justru itulah, hakim seharusnya dalam upaya menghadirkan 

keyakinannya tidak hanya menerima alat-alat bukti secara format saja melainkan seharusnya 

dapat melakukan analisis kritis dan penilaian untuk menggali kebenaran atas bukti-bukti yang 

didatangkan tersebut. (Febriansyah et al., 2025)  
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Keyakinan hakim diartikan sebagai keyakinan yang benar-benar datang dari hati, bukan 

sekedar pura-pura yakin. Sebaliknya, keraguan didefinisikan sebagai kebimbangan atas dua 

masalah/peristiwa yang berlawanan tanpa mengunggulkan salah satunya. Atau didefinisikan 

sebagai pertentangan antara kepastian dan ketidakpastian, kebenaran dan kesalahan, dan tidak ada 

yang unggul di antara keduanya atau sama.(Nurrosidha et al., 2022) Dalam hal apabila keyakinan 

hakim belum sepenuhnya terbentuk, disitulah keraguan hadir. Persoalannya, apakah keraguan 

tersebut dapat diabaikan dengan tetap menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa ataukah 

justru sebaliknya, hakim memberikan putusan yang lebih menguntungkan terdakwa? Pertanyaan-

pertanyaan semacam ini tentu tidak hanya persoalan psikologis hakim semata, tetapi merupakan 

persoalan yuridis yang berkaitan dengan legitimasi suatu putusan pidana.  

Berfokus pada konteks maksim hukum berkaitan dengan hadirnya keraguan, in dubio pro 

reo dikenal sebagai salah satu prinsip atau kaidah dasar hukum berkaitan dengan perlakuan 

terhadap keraguan mengenai kesalahan terdakwa. Dalam konteks kajian maksim hukum ini, 

menarik untuk dibahas dan menjadi bahan analisis diskusi yaitu tidak hanya sekedar 

keberadaanmnya saja melainkan bagaimana menentuka batas penerapannya. Terkhusus 

keterkaitannya pada keraguan yang dimaksud apakah dari faktor subjektif, spekulatif, objektif 

yang memegaruhinya atau semata-mata berasal dari ketidakpastian pribadi diri sang hakim. Oleh 

karena itulah, bahasan keraguan dalam pembuktian perkara pidana khususnya berkaitan pada 

penerapan maksim hukum in dubio pro reo membutuhkan analisis mengenai dasar objektif 

keraguan yang muncul dari fakta dan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.(Aripin, 2024)  

Bahasan keraguan dalam pembuktian dalam perkara pidana juga ditemukan dalam sudut 

pandang hukum lain, salah satunya ialah perspektif hukum pidana Islam melalui konsep yang 

dinamakan shubhah. Shubhah pada konteks hukum pidana Islam menggambarkan kondisi atas 

sesuatu yang tidak diketahui kehalalannya atau keharamannya dan atau/ sebagai sesuatu yang 

tampak dan membuat samar sehingga menjadi seoalah padanya ketidakpastian. Shubhah dalam 

hukum pidana Islam sangat berpengaruh secara langsung dalam penerapan sanksi pidana 

terhadap pelaku jarimah (tindak pidana) dalam hukum pidana Islam. (Jaih Mubarok, 2004) 

Namun, konsep syubhah memiliki konteks dan konstruksi tersendiri dalam hukum Islam sehingga 

tidak dapat secara langsung disamakan dengan pengertian keraguan dalam hukum pidana positif.  

Beberapa penelitian terdahulu terkait keraguan dan penerapan in dubio pro reo 

mengungkapkan bahwa keraguan dalam perkara pidana memiliki keterkaitan erat dengan proses 

pembuktian, kecukupan alat bukti, dan pembentukan keyakinan hakim terhadap kesalahan 

terdakwa. Penelitian mengenai hubungan unus testis nullus testis dengan in dubio pro reo 

menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian dapat berimplikasi pada 

timbulnya keraguan mengenai kesalahan terdakwa. (Christian, 2013) Sementara itu, penelitian 

mengenai penerapan in dubio pro reo dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa prinsip 

tersebut berkaitan dengan kondisi ketika hakim belum memperoleh keyakinan yang cukup 

berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. (Akbar & Hendra, 2021) Meskipun 

penelitian terdahulu telah membahas keraguan dan penerapan in dubio pro reo, kajian tersebut 

umumnya berfokus pada hukum pidana positif dan belum mengaitkannya dengan konsep shubhah 

dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis 

komparatif membahas tekait keraguan dalam penerapannya asas in dubio pro reo dan konsep serta 

dampak dari shubah dalam hukum pidana Islam. Tujuan penelitian ini menganalisis penerapan in 

dubio pro reo dan konsep shubhah dalam pembuktian perkara pidana, serta mengkaji persamaan, 

perbedaan, dan konsekuensi hukum dari kedua konsep tersebut terhadap penjatuhan putusan 

hakim. 
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METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan 

desain kajian komparatif. Jenis data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber hukum Islam yang relevan 

dengan prinsip in dubio pro reo dan konsep shubhah; bahan hukum sekunder meliputi buku, 

jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli; sedangkan bahan hukum tersier meliputi 

kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur 

dan dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik studi dokumen, yaitu dengan 

menelusuri, mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan 

fokus penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, 

klasifikasi, analisis, dan interpretasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengidentifikasi dan 

mencatat bahan hukum yang relevan, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan jenis dan 

fokus kajian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menguraikan 

konsep, norma, argumentasi, dan konsekuensi hukum, kemudian diinterpretasikan berdasarkan 

kerangka hukum masing-masing. Hasil analisis selanjutnya dibandingkan secara komparatif untuk 

menemukan persamaan dan perbedaan antara prinsip in dubio pro reo dan konsep shubhah dalam 

pembuktian perkara pidana serta konsekuensi hukumnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keraguan dalam Pembuktian Perkara Pidana dan Penerapan In Dubio Pro Reo 

Hakim dalam menjalankan tugas, memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan 

keadilan dan memastikan setiap individu sebagai terdakwa atau orang yang melakukan suatu 

perbuatan pelanggaran dan atau/tindak pidana patut diberikan sanksi yang sesuai sebagai bentuk 

dan efek jera baginya. Namun dalam kondisi tertentu, tidak setiap perkara pidana yang 

dilimpahkan ke pengadilan menghadirkan suatu rangkaian fakta hukum dan alat bukti yang jelas 

serta meyakinkan benak hakim. Pada kondisi bersamaan, hal ini menyebabkan dilematis dalam 

pemutusan perkara pidana khususnya bagi hakim yang mengadili. Keraguan tidak bisa dipisahkan 

atas kejadian tersebut, sehingga perlu dilakukan penilaian serta analisis yang mendalam bagi 

hakim menilai rangkaian fakta kronologis dan alat bukti yang didatangkan. Kondisi-kondisi seperti 

ini seringkali ditemui dalam proses persidangan secara teknis Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah 

mendatangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian, 

namun secara substansial masih ada keraguan yang nyata dirasakan oleh hakim mengenai 

perbuatan terdakwa.  

Kecakapan hakim dalam menentukan langkah yang tepat menjatuhkan putusan kepada 

terdakwa menjadi tantangan, keprofesionalan, pengalaman, dan pengetahuan hakim demi 

menjaga keseimbangan kepentingan penegakan hukum dan melindungi hak asasi terdakwa. 

Menerapkan prinsip in dubio pro reo adalah alternatif terbaik bagi hakim dalam menjatuhkan 

putusan kepada terdakwa pada saat keraguan dirasakan dalam pembuktian perkara pidana. 

Penerapan prinsip in dubio pro reo ini juga menjadi isu yang sangat menarik untuk dianalisis, di 

mana justru posisi keraguan yang ditemukan dalam proses persidangan menjadi unsur penting 

dalam prinsip ini berkaitan satu sama lain dengan prinsip keyakinan hakim dalam menjatuhkan 

putusan. Demikian dalam hukum acara peradilan di Indonesia menganut sistem “negatief 

wettelijk” yaitu keyakinan yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah. Dalam implementasinya, 

prinsip in dubio pro reo mewajibkan hakim untuk lebih menguntungkan terdakwa sekalipun 
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memutus bebas terdakwa atas akibat keraguan yang tidak dapat diselesaikan dalam hal terbukti 

atau tidaknya unsur perbuatan tindak pidana terdakwa. (Syafaah & Ahmad, 2026)  

Penarapan prinsip in dubio pro reo pada saat hakim menemukan keraguan yang 

dirasakannya dalam pembuktian perkara pidana, secara eksplisit memang tidak disebutkan secara 

langsung dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana terdapat 

pada lampiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang berlaku saat kini. Secara substansial 

dan tersirat mengenai prinisp in dubio pro reo  tercermin dalam ketentuan mengenai putusan 

bebas apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana dalam 

Pasal 244 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berikut:   

"Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak 

pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas”.  

Pada muatan materi pasal di atas, disebutkan apabila tindak pidana yang didakwakan tidak 

meyakinkan bagi hakim, lebih baik mengambil keputusan yang lebih menguntungkan terdakwa 

sekalipun harus membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Prinsip ini mengutamakan 

perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, di mana seyogianya sebelum adanya putusan yang 

inkrah dan berkekuatan hukum, terdakwa belum dapat dianggap bersalah dan diberikan jaminan 

perlindungan atas hak-haknya. Inilah yang dimaksud dengan prinsip in dubio pro reo dalam 

menyikapi keraguan yang ditemukan pada proses pembuktian perkara pidana. Tegasnya dalam 

prinsip ini apabila ragu, maka berpihaklah pada terdakwa dan atau membebaskan terdakwa dari 

segala tuntutan pada saat ditemukannya keraguan lebik baik dibandingkan memaksakan untuk 

menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa yang masih belum dapat dipastikan kesalahan dan 

kebenarannya. Demikian putusan sanksi pidana dalam hukum acara pidana di Indonesia tidaklah 

dapat dijatuhkan kepada terdakwa dengan keragu-raguan. (Akbar & Hendra, 2021) Dimuat dalam 

dokrin beyond reasonable doubt, hakim harus benar-benar menilai yakin terhadap kesalahan 

terdakwa dibandingkan sebaliknya. Terdapat satu adigium hukum yang merupakan tafsiran dalam 

prinsip in dubio pro reo yaitu “lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah, daripada 

menghukum 1 orang yang tak bersalah”.  Adigium hukum ini sebetulnya ditukil dari adaptasi 

gagasan yang pernah dikemukakan oleh seorang filsuf di Inggris bernama William Blackstone, 

dalam bukunya berjudul “Commentaries on the Laws of England” pada tahun 1765, dia 

menyatakan secara tegas hal yang serupa yaitu “Lebih baik sepuluh orang yang bersalah lolos 

daripada satu orang yang tidak bersalah menderita”. Maksud daripada gagasan ini, bukan 

seberapa banyak rasio orang bersalah lolos, tetapi gagasan ini mengisyaratkan bahwa putusan 

pidana yang salah dan dijatuhkan kepada seseorang terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah lebih 

merusak dibandingkan memperbebaskan orang-orang yang benar-benar bersalah. (Siregar, 2025) 

Mengenai penghukuman orang yang tidak bersalah ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

eksekusi bedarah dingin bahkan dipandang sebagai perbuatan pembunuhan peradilan, dalam 

istilah lain lazim disebut sebagai perbuatan cold blooded excecution . (Hamzah, 2008) 

Penerapan prinsip in dubio pro reo dalam pembuktian perkara pidana menegaskan 

pembatasan kewenangan dan kebebasan hakim dalam memutus perkara pidana. Melalui prinsip 

in dubio pro reo ini, kebebasan hakim dijaga agar tidak digunakan secara sewenang-wenang tanpa 

batasan yang jelas, oleh karena itu prinsip ini mengharuskan bagi hakim dalam menjatuhkan 

putusan yang lebih menguntungkan kepada terdakwa sepanjang analisis dan penilaian hakim 

terdapat keraguan. Sehingga kebabasan hakim dalam menentukan putusan tidaklah bersifat 

mutlak dan justru itulah dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. 

(Rahmadani, 2024) Penggunaan prinsip ini pula menegaskan bahwa kebebasan hakim 

sebagaimana dimaksud harus dan senantiasa berlandaskan pada keyakinan hukum yang kuat, 

bukan sekedar keputusan dan asumsi sekilas dan terkesan terburu-buru atau bahkan dipaksakan. 
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Selain itu, dalam realitas penerapan pada prinsip in dubio pro reo ini memiliki keterkaitan sangat 

erat dengan prinsip hukum presumption of innnocence  (praduga tak bersalah). Dengan kata lain, 

bahwa penerapan prinsip ini memastikan bahwa seorang terdakwa tidak otomatis menjadi orang 

bersalah hingga kesalahannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. In dubio pro reo dalam 

hal ini bertindak sebagai mekanisme perlindungan bagi terdakwa, utamanya pada kondisi dimana 

proses pembuktian perkara pidana terdapat keraguan. (Rahmadani, 2024) 

Penerapan prinsip in dubio pro reo juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip hak atas 

kebebasan dan keselamatan diri. Pasalnya, dalam penerapannya, prinsip ini mencegah terjadinya 

wrongful conviction (pemidanaan yang salah), sehingga prinsip in dubio pro reo menjadi upaya 

menjaga terjadinya pelanggaran hak asasi yang menghilangkan hak kebebasan dan keselamatan 

individu secara sewenang-wenang.  Secara substansi, penerapan prinsip ini juga untuk 

memastikan berjalannya prinsip keadilan dalam proses hukum acara peradilan di Indonesia, 

prinsip in dubio pro reo ini memastikan agar terdakwa dilindungi dari risiko hukum yang tidak 

jelas dan tanpa dasar yang kuat. Demikian penjatuhan sanksi pidana tidak boleh dilakukan atas 

dasar sedikitpun keraguan pada hakim. (Wati, 2020) Dalam beberapa contoh kasus penerapannya, 

asas in dubio pro reo pernah dilakukan salah satunya pada kasus putusan Mahkamah Agung No. 

1531 K/Pid.Sus/2010 yang memberikan putusan bebas terhadap seorang bernama Ket San atas 

delik perbuatan tindak pidana narkotika, hakim agung menilai tidak cukup bukti untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa dan kurang meyakinkan oleh karena itu baginya diberikan 

putusan dengan penerapan prinsip in dubio pro reo pada saat hakim merasakan keraguan akibat 

bukti yang didatangkan tidak cukup meyakinkan, maka putusan bebas adalah putusan yang 

diambil demi mengedepankan perlindungan terdakwa setelah sebelumnya dinyatakan bersalah 

oleh Pengadilan Negeri kelas pertama dan banding.(Akbar & Hendra, 2021)   

Putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip in dubio pro 

reo tidak dapat dilepaskan dari penilaian hakim terhadap keseluruhan proses pembuktian yang 

berlangsung di persidangan. Keberadaan alat bukti secara kuantitatif belum serta-merta 

menjadikan kesalahan terdakwa terbukti apabila alat bukti tersebut belum mampu membentuk 

keyakinan hakim secara utuh mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang 

didakwakan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut untuk menilai ada atau tidaknya alat 

bukti, tetapi juga harus menguji relevansi, keterkaitan, kekuatan pembuktian, serta kesesuaian 

antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. 

Dalam konteks tersebut, keraguan hakim tidak dapat dimaknai sebagai keraguan yang bersifat 

subjektif atau sekadar dugaan tanpa dasar, melainkan harus lahir dari proses pemeriksaan dan 

penilaian terhadap fakta hukum serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian, 

penerapan in dubio pro reo pada dasarnya baru memiliki relevansi ketika setelah seluruh proses 

pembuktian dilakukan masih terdapat keraguan yang rasional dan tidak dapat disingkirkan 

mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Keadaan tersebut sekaligus menempatkan 

hakim pada posisi yang harus mampu membedakan antara keraguan yang beralasan berdasarkan 

fakta persidangan dengan keraguan yang timbul semata-mata karena ketidakcukupan analisis 

terhadap alat bukti. Hal ini menjadi penting karena penerapan prinsip in dubio pro reo tidak 

dimaksudkan untuk mengabaikan alat bukti yang sah, melainkan sebagai konsekuensi dari prinsip 

bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan. 

Konsep Shubhah dalam Hukum Pidana Islam 

Konstruksi penerapan in dubio pro reo sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya 

memiliki titik temu dengan konsep shubhah dalam hukum pidana Islam yakni khususnya dalam 
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menghadapi keadaan ketika terdapat keraguan terhadap tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak 

pidana dan pertanggungjawaban pidana seseorang. Shubhah dalam kajian linguistik didefinisikan 

sebagai suatu yang tidak diketahui dengan pasti kehalalannya dan atau/atau keharamannya. (Jaih 

Mubarok, 2004) Dalam konteks kajian hukum pidana Islam, pengertian shubhah diartikan sama 

sebagai perilaku keraguan, dimana keadaan ini memengaruhi keyakinan hakim dalam memutus 

suatu tindak pidana atau jarimah khususnya pada jarimah hudud dan jarimah qisas, baik 

berkenaan dengan maksud dilakukannya tindak pidana, maupun karena syarat-syarat pembuktian 

yang ditentukan tidak terpenuhi.  

Para imam mazhab telah membagi shubhah dalam tiga kategori, diantaranya: shubhah yang 

berkaitan dengan tempat, shubhah yang berkaitan dengan perbuatan pelaku dan shubhah yang 

berkaitan dengan perjanjian aturan. (Wahyuni, 2018) Contoh keadaan yang dapat disebutkan 

sebagai shubhah dalam proses pembuktian perkara pidana dalam hukum pidana Islam, seumpama 

pada kasus jarimah pencurian seorang ayah kepada harta anaknya. Bagi pelaku tindak pidana atau 

terdakwa tidaklah dapat dijatuhkan putusan potong tangan sebagaimana sanksi dalam hukum 

pidana Islam, pasalnya dalam proses pembuktian diketahui antara terdakwa maupun korban 

adalah dua orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain atau sebagai ayah dan anak. 

Gugurnya sanksi potong tangan dalam kasus pencurian harta yang dilakukan seorang ayah kepada 

harta anaknya, didasarkan pada adanya keraguan atau shubhah yang tidak diketahui pasti 

kehalalannya dan atau keharamannya, khususnya dalam kasus ini terdapat hak seorang ayah dari 

harta anak nya seperti hak untuk hidup, dan hak seorang ayah terhadap apa yang dimiliki anaknya. 

(Wahyuni, 2018) Adanya hak bagian dari dalam harta yang dicuri dan desakan kebutuhan hidup 

(darurat) yang mendorong seseorang mencuri bisa menjadi shubhah yang kuat untuk 

menggugurkan sanksi pidana potong tangan dalam hukum pidana Islam.  

Contoh kasus adanya shubhah dalam pembuktian perkara pidana dalam hukum pidana 

Islam dapat pula ditemukan pada kasus jarimah qadzaf atau tuduhan persetubuhan zina,  dimana 

penuduh tidak dapat membuktikan dan atau mendatangkan minimal empat orang saksi sehingga 

tidak membentuk dasar keyakinan hakim yang kuat untuk memutuskan sanksi pidana berupa jilid 

sebanyak delapan puluh kali. (Muslich, 2004) Mengenai tuduhan yang tidak dapat membuktikan 

dan atau mendatangkan bukti-bukti secara sah sehingga mendatangkan keraguan atau shubhah 

di dalamnnya, terdapat satu kaidah turunan dalam hukum pidana Islam sebagai berikut: (Awdah, 

1949) 

ةَ مَا رَمَاهح بهِِ، فإَِنْ  عَجَزَ عَنْ إِثْ بَاتهِِ أوَِ امْتَ نَعَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْعحقحوبةَ  مَنْ رَمَى إِنْسَانًا بِوَاقِعَةٍ أوَْ صِفَةٍ مُحَرَّمَةٍ مَا، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ ي حثْبِتَ صِحَّ  
Barangsiapa menuduh seseorang dengan suatu kejadian atau keadaan yang diharamkan, 

maka wajib baginya untuk membuktikan kebenaran tuduhannya apabila ia tidak dapat 

membuktikannya maka ia wajib dihukum. 

Sejalan dengan konteks gugurnya sanksi pidana akibat shubhah atau keraguan dalam 

hukum pidana Islam, para ulama mazhab telah sepakat menyusun satu kaidah turunan hukum 

pidana Islam sebagai berikut: (Awdah, 1949)   

ب حهَاتِ  ودح تَسْقحطح بِِلشُّ  الْحْدح
 “Hudud gugur karena ada shubhah”.  

Kaidah di atas merupakan kaidah turunan dari kaidah asasi berkenaan dengan keyakinan 

dan keraguan (اليقين لا يزال بِلشك) di mana yakin memiliki makna suatu pengetahuan yang tidak disertai 

keraguan didalamnya. Sementara keraguan memiliki makna suatu yang tidak menentu diantara 

dua hal saling bertentangan tanpa diketahui mana yang lebih kuat yang sesuai dengan keadaan 

dan yang sebenarnya terjadi. (Al-Suyuti, 1938) Begitupun kesepakatan para ulama mazhab 
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menentukan kaidah turunan sanksi hudud gugur karena ada shubhah, pada dasarnya berpegang 

pada prinsip hukum Islam ditegakkan berdasarkan keyakinan, bahkan Rosul saw menyatakan 

hendaklah seorang berpegang pada hal yang meyakinkan dan membuang hal yang meragukan. 

Sebagai kelanjutannya, kaidah turunan ini didasarkan kepada sikap kehati-hatian dalam 

menerapkan sanksi pada jarimah hudud dan qishas. Sebagaimana sabda Rosul saw sebagai 

berikut:(At-Tirmidzi, 1409)  

ثَ نَا   دح بْنح رَبيِعَةَ , حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّ ثَ نَا عَبْدح الرَّحَْْنِ بْنح الَْْسْوَدِ أبَحو عَمْروٍ الْبَصْريُِّ , حَدَّ مَشْقِيُّ , عَنِ الزُّهْريِِّ , عَنْ عحرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ حَدَّ يزَيِدح بْنح زيََِدٍ الدِِّ  , 

سْلِمِيَن مَا اسْتَطعَْتحمْ , فإَِنْ كَ  :قاَلَتْ  ودح عَنِ الْمح ولح اللََِّّ صَلَّى اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْرَءحوا الْحْدح مَامَ أَنْ يُحْطِئَ فِ الْعَفْوِ خَيٌْْ مِنْ قاَلَ: رَسح انَ لَهح مََْرجٌَ فَخَلُّوا سَبِيلَهح , فإَِنَّ الِْْ
  أَنْ يُحْطِئَ فِ الْعحقحوبةَِ 

... Dari Aisyah r.a, ia berkata: Rosul saw bersabda: Hindarilah hukuman hudud dari kaum 

muslimin sedapat mungkin, jika ada jalan keluar bagi terdakwa (untuk bebas dari hukuman) maka 

bebaskanlah. Sesungguhnya kesalahan imam (hakim) dalam memberikan pemaafan itu lebih baik, 

dibanding dengan kesalahannya dalam memberikan hukuman. 

Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya kehati-hatian dalam 

menjatuhkan sanksi pidana, khususnya terhadap perkara yang termasuk dalam kategori hudud. 

Perintah untuk menghindarkan hudud sedapat mungkin tidak dapat dipahami sebagai bentuk 

pengabaian terhadap penegakan hukum, melainkan sebagai prinsip kehati-hatian agar sanksi yang 

bersifat berat tidak dijatuhkan ketika masih terdapat keadaan yang dapat menimbulkan keraguan 

mengenai terpenuhinya dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, shubhah memiliki 

kedudukan penting karena keberadaannya dapat memengaruhi penilaian terhadap terpenuhi atau 

tidaknya unsur suatu jarimah. Dengan demikian, hakim tidak hanya dituntut untuk menemukan 

adanya perbuatan yang secara lahiriah menyerupai suatu tindak pidana, tetapi juga harus 

memastikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar memenuhi seluruh unsur jarimah yang 

dipersyaratkan oleh hukum Islam serta tidak terdapat keadaan yang dapat menimbulkan shubhah 

dalam penerapan sanksinya. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa shubhah dalam hukum pidana Islam 

merupakan konsep yang memiliki fungsi penting dalam membatasi penjatuhan sanksi pidana, 

terutama hudud. Keberadaan shubhah tidak berarti menghapuskan kewajiban untuk menegakkan 

hukum, melainkan menjadi mekanisme kehati-hatian agar hukuman tidak dijatuhkan ketika dasar 

pembuktiannya masih mengandung keraguan yang relevan. Dengan demikian, konsep shubhah 

menempatkan kepastian terhadap terpenuhinya unsur jarimah sebagai salah satu pertimbangan 

utama dalam menentukan penerapan sanksi. Pemahaman mengenai kedudukan shubhah tersebut 

selanjutnya menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum pidana Islam memberikan 

perlindungan terhadap seseorang dari kemungkinan kesalahan dalam penjatuhan hukuman. 

Perbandingan In Dubio Pro Reo dan Shubhah dalam Pembuktian Perkara Pidana 

In dubio pro reo dan shubhah merupakan dua konsep hukum yang sama-sama 

menempatkan keraguan sebagai suatu keadaan yang memiliki konsekuensi terhadap penjatuhan 

sanksi pidana. Meskipun demikian, kedua konsep tersebut lahir dari landasan hukum yang berbeda 

dan berkembang dalam sistem hukum yang memiliki karakteristik masing-masing. In dubio pro 

reo berkembang dalam tradisi hukum pidana dan hukum acara pidana yang menempatkan 

terdakwa sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan ketika kesalahannya belum dapat 

dibuktikan secara meyakinkan dan atau belum cukupnya alat bukti. Sementara itu, shubhah 

merupakan konsep yang berkembang dalam hukum pidana Islam dan berkaitan dengan keadaan 

yang menimbulkan keraguan terhadap terpenuhinya dasar penerapan suatu sanksi pidana. 

Perbedaan sumber dan konstruksi tersebut menunjukkan bahwa kedua konsep tidak dapat 
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dipersamakan secara mutlak, meskipun terdapat titik temu dalam memberikan perlindungan 

terhadap seseorang dari kemungkinan penjatuhan sanksi berdasarkan dasar pembuktian yang 

belum mencapai tingkat keyakinan dan kepastian yang diperlukan. Dari aspek kedudukan dalam 

proses pembuktian, in dubio pro reo berkaitan erat dengan prinsip bahwa seseorang tidak dapat 

dijatuhi sanksi pidana apabila kesalahannya belum terbukti secara sah dan meyakinkan.(Amalia, 

2025) Keraguan yang masih tersisa setelah seluruh proses pembuktian dilakukan menjadi 

pertimbangan bagi hakim dalam menentukan putusan terhadap terdakwa. Dalam keadaan 

demikian, hakim tidak dibenarkan menjadikan keraguan tersebut sebagai dasar untuk 

menjatuhkan sanksi pidana.(Akbar & Hendra, 2021) Dengan demikian, keberadaan in dubio pro 

reo berfungsi sebagai prinsip kehati-hatian dalam menarik kesimpulan mengenai kesalahan 

terdakwa, terutama ketika alat bukti yang diajukan dalam persidangan belum mampu membentuk 

keyakinan hakim secara meyakinkan mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana yang 

didakwakan. 

Sementara itu, shubhah dalam hukum pidana Islam mempunyai kedudukan sebagai 

keadaan yang dapat menghalangi penerapan sanksi tertentu, terutama hudud. (Sapriadi, 2023) 

Keberadaan shubhah berkaitan dengan adanya keraguan terhadap terpenuhinya unsur jarimah 

atau keadaan lain yang menyebabkan dasar penjatuhan sanksi belum mencapai kepastian yang 

diperlukan. Hal tersebut tercermin dalam kaidah  ِب حهَات ودح تَسْقحطح بِِلشُّ  yang berarti “sanksi hudud gugur الْحْدح

karena adanya shubhah”.(Hanafi, 1993) Oleh karena itu, shubhah tidak hanya berkaitan dengan 

keadaan batin hakim, tetapi harus dilihat berdasarkan fakta dan keadaan yang terdapat dalam 

suatu perkara. Ketika keraguan tersebut memiliki dasar yang relevan terhadap unsur jarimah atau 

penerapan sanksinya, maka hakim perlu mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan sanksi 

hudud. 

Persamaan kedua konsep tersebut dapat dilihat dari orientasinya terhadap kehati-hatian 

dalam penjatuhan sanksi pidana. In dubio pro reo memberikan konsekuensi bahwa keraguan yang 

tidak dapat diselesaikan dalam pembuktian tidak seharusnya berujung pada pemberian sanksi 

pidana kepada terdakwa, sedangkan shubhah memberikan konsekuensi berupa dihindarkannya 

penerapan hudud ketika terdapat keraguan yang relevan. Keduanya dengan demikian sama-sama 

menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana membutuhkan dasar pembuktian yang memadai 

dan tidak cukup hanya bertumpu pada dugaan.(Hamzah, 2008) Keraguan yang muncul dalam 

proses pemeriksaan harus terlebih dahulu dinilai berdasarkan fakta, bukti, serta unsur-unsur 

hukum yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Meskipun memiliki persamaan tersebut, 

terdapat perbedaan mendasar pada ruang lingkup penerapannya. In dubio pro reo pada dasarnya 

berkaitan dengan proses penentuan kesalahan terdakwa dalam perkara pidana secara umum, 

sedangkan shubhah dalam konstruksi hukum pidana Islam secara khusus memiliki hubungan yang 

kuat dengan penghindaran atau gugurnya sanksi hudud. Dengan demikian, tidak setiap bentuk 

keraguan dalam hukum pidana Islam secara otomatis mempunyai konsekuensi yang sama 

terhadap seluruh jenis sanksi pidana. Karakteristik jarimah dan jenis sanksi yang diterapkan tetap 

menjadi faktor penting dalam menentukan akibat hukum dari adanya shubhah. Perbedaan ruang 

lingkup ini menjadi salah satu aspek penting yang membedakan shubhah dari in dubio pro reo. 

Perbedaan selanjutnya terletak pada konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Dalam 

penerapan in dubio pro reo, keraguan mengenai kesalahan terdakwa dapat berimplikasi pada tidak 

dijatuhkannya sanksi pidana ketika kesalahan tersebut tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan.(Christian, 2013) Adapun dalam konsep shubhah, keraguan dapat menyebabkan 

gugurnya atau dihindarinya sanksi hudud, tetapi tidak selalu berarti bahwa perbuatan yang 

dilakukan tidak memiliki konsekuensi hukum sama sekali. Dalam hukum pidana Islam, suatu 
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perbuatan yang tidak dapat dikenakan hudud karena adanya shubhah dapat memiliki konsekuensi 

hukum lain sesuai dengan karakter perbuatannya dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh 

karena itu, gugurnya sanksi hudud karena shubhah perlu dibedakan dari penghapusan seluruh 

bentuk pertanggungjawaban atas suatu perbuatan. Dari perspektif pembuktian, kedua konsep 

tersebut sama-sama menempatkan kualitas pembuktian sebagai bagian penting dalam menentukan 

ada atau tidaknya dasar pemidanaan. Hakim tidak hanya menilai keberadaan alat bukti secara 

formal, tetapi juga harus mempertimbangkan keterkaitan alat bukti tersebut dengan unsur tindak 

pidana dan kesalahan pelaku. Dalam in dubio pro reo, persoalan utamanya terletak pada apakah 

keseluruhan alat bukti yang diperiksa telah mampu menghilangkan keraguan terhadap kesalahan 

terdakwa. Adapun dalam shubhah, persoalannya berkaitan dengan apakah terdapat keadaan yang 

menimbulkan keraguan terhadap terpenuhinya unsur jarimah atau penerapan sanksi hudud. 

Dengan demikian, keduanya sama-sama menuntut proses penilaian yang komprehensif sebelum 

sanksi pidana dijatuhkan. 

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa keraguan dalam hukum pidana tidak dapat 

dipandang sebagai keadaan yang sederhana. Keraguan harus ditempatkan dalam konteks 

pembuktian dan dinilai berdasarkan dasar hukum yang berlaku. In dubio pro reo dan shubhah 

sama-sama memberikan batas terhadap penjatuhan sanksi ketika kepastian mengenai dasar 

pemidanaan belum tercapai, tetapi keduanya memiliki konstruksi, ruang lingkup, dan konsekuensi 

hukum yang berbeda. In dubio pro reo lebih menekankan perlindungan terdakwa dalam 

menghadapi keraguan mengenai kesalahannya, sedangkan shubhah menekankan kehati-hatian 

dalam menerapkan sanksi, khususnya hudud, ketika terdapat keadaan yang menimbulkan 

keraguan terhadap dasar penerapannya. Oleh karena itu, perbandingan kedua konsep tersebut 

menunjukkan adanya titik temu pada prinsip kehati-hatian dalam pemidanaan sekaligus 

memperlihatkan perbedaan fundamental yang bersumber dari karakter masing-masing sistem 

hukum. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Keraguan  tidak selalu bisa dihindari dalam proses teknis persidangan di pengadilan. 

Begitupun tidak semua perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, menghadirkan suatu rangkaian 

fakta hukum dan alat bukti yang jelas serta meyakinkan di benak hakim.  Sehubungan dengan itu, 

hadirnya keraguan yang dirasakan oleh hakim dalam proses memeriksa dan mengadili sebelum 

menjatuhkan putusan  adalah hal yang sangat dimungkinkan terjadi.  Pada saat inilah kebijakan 

hakim dalam menentukan putusan menjadi tantangan fundamental dalam penegakan hukum. 

Sebagai alternatif pilihan hakim dalam menentukan dan atau menjatuhkan putusan pada keadaan 

dilematis sebagaimana dijelaskan, penerapan prinsip in dubio pro reo dalam proses pembuktian 

perkara pidana dapat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan. Secara teknis, prinsip In 

dubio pro reo   menekankan penyikapan hakim apabila menemukan keraguan yang tidak dapat 

diselesaikan, maka berpihaklah pada terdakwa dan  putusan ditafsirkan semata-mata bagi 

keuntungan serta meringankan terdakwa. Sementara itu, konsep shubhah dalam hukum pidana 

Islam dalam kajian linguistik didefinisikan sebagai suatu yang tidak diketahui dengan pasti 

kehalalannya dan atau/ keharamannya.  Secara praktis, konsep shubhah  dalam hukum pidana 

Islam ditemukan pada kondisi yang memengaruhi keyakinan hakim dalam memutus suatu tindak 

pidana atau jarimah khususnya pada jarimah hudud dan jarimah qisas. Perbandingan atas kedua 

konsep ini,  memiliki titik temu persamaan yang dapat dilihat dari orientasi kedua konsep ini 

terhadap kehati-hatian dalam penjatuhan sanksi pidana.  Adapun perbedaannya, terletak pada 

konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Dalam penerapan in dubio pro reo, keraguan mengenai 

kesalahan terdakwa dapat berimplikasi pada tidak dijatuhkannya sanksi pidana ketika kesalahan 
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tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sementara dalam konsep shubhah keraguan 

dapat menyebabkan gugurnya atau dihindarinya sanksi hudud, tetapi tidak selalu berarti bahwa 

perbuatan yang dilakukan tidak memiliki konsekuensi hukum sama sekali.  

Kajian ini memberikan manfaat teoritis berupa pemahaman komparatif mengenai prinsip 

in dubio pro reo dan konsep shubhah, khususnya dalam menempatkan keraguan sebagai dasar 

kehati-hatian dalam pembuktian dan penjatuhan sanksi pidana. Namun, penelitian ini memiliki 

keterbatasan karena berfokus pada kajian normatif dan perbandingan konseptual sehingga belum 

mengkaji secara empiris penerapannya dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian 

selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan kajian melalui pendekatan empiris dengan 

menganalisis putusan pengadilan dan praktik pembuktian untuk melihat penerapan kedua konsep 

tersebut secara lebih konkret.
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